PUTUSAN
Nomor 32!Pdt.G!2020!P§I Sdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara:
Mariah, SH., M.Kn, tempat/tanggal lahir  Metro/11 November
1981, agama : Islam, pekerjaan: Wiraswasta, alamat :besa
Taman Endah Dusun IV, RT/RW. 019/07, Kecamatan
Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur,
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
Masyhuri Abdullah, S.Sy;
Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MASYHURI! &
REKAN, beralamat di JI. Lintas Pantai Timur Desa Taman Endah,
Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020;
Selanjutnya disebut SEbagAI ......evueierniermieirenrsennnns Penggugat;
Lawan
BUPATI Kabupaten Lampung Timur, Zaiful Bokhari, alamat;
Kantor Bupati Lampung Timur, Desa Sukadana llir
Kecamatan Sukadana, Kabupten"Lampung Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Ariana Juliastuty, S.H., M.H.;

Andy Pranomo, S.H.;

Dina Arifiana, S.H.;

asing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri

Lampung Timur, yang beralamat di JI. Soekarmo Hatta No 1

Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

1. Sudarli, S.H.,, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Timur;

2. Andy Krisdianto, S.H.,, Kasubbag Bantuan Hukum Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181/770/03-UK/2020

tanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor : 138/SK/2020/

PN Sdn tanggal 14-12-2020;

© Selanjutnya disebut sebagai ......cccieeieiiiaiiniiiniiiin Tergugat;
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Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua beiah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan

tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 23 September 2020 dalam Register
Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sdn, telah mangajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur Periode Tahun
2016-2021;

2. Bahwa Pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021
ditetapkan  melalui Keputusan  Bupati Lampung Timur Nomor
B.486/27/SK/2016 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten
Lampung Timur Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dua
kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor B.495/07-SK/2018;

3. Bahwa Penggugat merupakan Ketua P2TP2A yang diangkat melalui
Keputusan Bupati Nomor B.495/07-SK/2018, untuk menggantikan Ketua
sebelumnya yakni Sdri. Lailatul Khoiriyah yang mengundurkan diri karena
menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;

4. Bahwa Pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur memiliki tugas yang

thpdan dan anak dari tindakan khususnya kekerasan terhadap
gan dan anak, dan tugas-tugas tersebut tertuang dalam Peraturan
; .bupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017 tentang
'_i dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
egipplan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Larhpung Timur:;

: - wa setelah ditetapkan oleh Bupati Lampung Timur sebagai pengurus
P2TP2A, kepengerusan P2TP2A periode tahun 2016-2021 telah
menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan terhadap
perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur
Nomor 08 Tahun 2017, yakni: memberikan pelayanan fisik, psikis,
pendampingan  hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi
pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi,
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pendidikan dan pelatihan, serta membantu penyelesaian permasalahan
kekerasan pada perempuan dan anak; |

6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah
adanya kasus tindak pidana perkosaan/pencabulan terhadap salah satu
anak korban yang menjadi dampingan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur
yang diduga dilakukan salah satu pengurus P2TP2A di divisi pelayanan
hukum dan media, yakni Sdr. Dian Ansori, yang perkaranya ditangani oleh
Polda Lampung dengan ditetapkannya oknum yang bersangkutan sebagai
tea;sangka atas tindak pidana dimaksud; '

7. Bahwa kasus tersebut viral di media massa, dan cukup menyita perhatian
publik, baik pemerintah maupun masyarakat karena lembaga P2TP2A
sebagai lembaga yang diharapkan dapat memberikan beriindungan
terhadap anak/perempuan korban kekerasan tetapi pengurusnya malah
menjadi pelaku kekerasan tersebut, dan bahkan di sebagian media massa
salah memberitakan dengan diberitakan pelaku tindak pidana
pemerkosaan/pencabulan tersebut adalah Ketua P2TP2A Kabupaten
Lampung Timur;

8. Bahwa selanjutnya atas permasalahan kasus perkosaan/pencabulan yang
dilakukan oknum pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur tersebut,
pihak Tergugat, Bupati Lampung Timur kemudian melakukan tindakan
pembekuan sementara kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur

findakan Tergugat melakukan pembekuan kepengurusan P2TP2A

_____ en Lampung Timur dilakukan dengan tiba-tiba tanpa melalui

ekanisme evaluasi kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur,
dan tanpa sama sekali memanggil atau meminta keterangan dari pengurus -
P2TP2A Kabupaten Lampung Timur mengenai permasalahan apa yang
sebenarnya terjadi atas kasus yang viral tersebut;

10. Bahwa jika dilihat dari konsideran Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor
B.416/09-SK/2020 tentang pernbekuan kepengurusan P2TP2A, tindakan
Tergugat yéng membekukan kepengurusan P2TP2A lebih karena kasus
Dian Ansori yang viral di media orline, dan mungkin dianggap oleh Tergugat
akan membuat buruk citra Kabupaten Lampung Timur dan citra Tergugat

sendiri;

e
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11. Bahwa tindakan Tergugat yang membekukan kepengurusan P2TP2A
Kabupaten Lampung Timur telah merugikan nama baik Penggugat serta
pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur lainnya dan menimbulkan
rasa malu terhadap diri Penggugat, karena pembekuan kepengurusan
secara tiba-tiba tanpa melakukan proses evaluasi dengan meminta
keterangan dari seluruh pengurus adalah tindakan yang tidak adil, karena
tindakan tersebut sama saja dengan memberikan vonis bersalah terhadap
seluruh pengurus tanpa melalui proses evaluasi yang baik dan bahkan
tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat dan pengurus P2TP2A
lainnya untuk memberikan penjelasan;

12. Bahwa selain itu perkara dugaan tindak pidana perkosaan/pencabulan
yang dilakukan salah seorang pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung
Timur sendiri masih dalam tahap penyidikan menunju tahap penuntutan
sehingga perkara tersebut belumlah memiliki kekuatan hukum yang tetap
(inkracht van gewijsde) sehingga tidaklah adil jika kemudian sudah
memberikan vonis bersalah padahal pihak pengadilan belum menjatuhkan
vonis bersalah, karena prinsip menjunjung tinggi equal before the law
haruslah dilakukan, dengan demikian tindakan Tergugat dengan
membekukan kepengurusan seakan menimpakan tanggung jawab
permasalahan salah satu pengurus kepada seluruh kepengurusan, tentunya
ini telah memberikan dampak maoril berupa rasa malu kepada seluruh

engurus P2TP2A karena menimbuikan pandangan negatlf di masyarakat

Hiusan terlebih dahulu melakukan evaluasi dengan meminta
BIAN langsung dari pengurus P2TP2A mengenai permasalahan yang

i nya terjadi, sebagaimane seharusnya suatu evaluasi yang baik,
aréfhia bahkan terhadap seorang pelaku tindak pidana sekalipun sebelum
dijatuhkan vonis hukuman dalam persidangan oleh majelis hakim terlebih
dahulu dimintai keterangannya dan melalui proses pembuktian di
persidangan agar prinsip penjatuhan hukuman secara adil dapat dijalankan:;

14. Bahwa selain itu Penggugat sendiri selaku Ketua P2TP2A Lampung Timur
juga telah menonaktifkan sdr. Dian Ansori setelah perkaranya mencuat agar
yang bersangkutan dapat menjalani proses hukumnya, serta Penggugat
juga tidak memberikan bantuan hukum kepada Dian Ansori sebagai bentuk
sikap P2TP2A yang konsisten mendesak proses hukum terhadap pelaku
dugaan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak meskipun
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orang tersebut anggota P2TP2A, dan tindakan penonaktifan in
dimaksudkan agar aktivitag P2TP2A Lampung Timur tetap berjalan:

15. Bahwa selain ity adanya oknum pengurus P2TP2A yang melanggar tugas
pokok dan fungsinya dalam menjalankan aktivitag pendampingan terhadap
korban, juga tidak terlepas dari tindakan Tergugat selaku Bupati Lampung
Timur yang tidak memberikan dana hibah bagi organisasi P2TP2A Lampung
Timur di tahun 2019 dan 2020, serta tidak kunjung. mendirikan rumah aman
bagi korban kekerasan yang menjadi dampingan P2TP2A, yang akibat dari
tindakan Tergugat ini membuat program kerja dan fungsi pendampingan
P2TP2A bagi korban tidak dapat berjalan dengan maksimal;

16. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan dana hibah bagi P2TP2A
Kabupaten Lampung Timur ini juga telah melanggar Peraturan Bupati
Kabupaten Lampung Timur Nomer 08 Tahun 2017 yang mengamanatkan
kepada Bupati Lampung Tirnur untuk menganggarkan dana untuk
mendukung berjalannya program P2TP2A Kabupaten Lampung Timur:

17. Bahwa selain itu yang lebih parahnya lagi tindakan Tergugat yang
melakukan pembekuan kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur
periode tahun 2016-2021, telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat
yakni membuat masyarakat kehilangan wadah untuk melakukan per.gaduan
atau meminta bantuan advokasi atas kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak, karena pihak Tergugat hanya melakukan pembekuan

korban kekerasan di Kabupaten Lafnpung Timur;

selain itu sebenarnya telah banyak contoh-contoh tindakan yang
diterapkan terhadap oknum suatu kelembagaan yang melanggar hukum,
misalnya terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, tindakan
yang dilakukan adalah menonaktifkan yang bersangkutan untuk sementara
sembari menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
bukannya dengan membekukan seluruh kelembagaan Polri, namun
anehnya Tergugat tidak menerapkannya terhadap oknum P2TP2A karena
yang dilakukan adalah menonaktifkan seluruh pengurus P2TP2A Kabupaten
Lampung Timur;

19. Bahwa berdasarkan draian-uraian di atas, perbuatan Tergugat yang
melakukan pembekuan kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur
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periode tahun 2016-2021 jelas merupakan perbuatan melawan hukum
sebagaimana diuraikan Pasal 1365 KUHPerdata, karena jelas-jelas
perbuatan tersebut telah: (1) melanggar undang-undang, (2) melanggar hak
subjextif orang lain, (3) bertentangain dengan kewajiban Tergugat, dan (4)
bertentangan dengan sifat kehati-hatian yang sepatutnya dalam
masyarakat:

20. Bahwa selain itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan aleh Tergugat
telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat lagi
memberikan pelayanan atau bantuan kepada perempuan/anak korban
kekerasan serta menimbulkan kerugian moril berupa rasa malu di
masyarakat, sehingga atas perbustan tersebut Tergugat pantas dihukum _
untuk memberikan ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 1365
KUHPerdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut™

21. Bahwa kerugian moril yang diderita Penggugat selain rasa malu di
masyarakat juga mencoreng citra baik atau prestasi Penggugat dalam
memberikan pelayanan atau bantuan bagi perempuan/anak korban

uang kerugian tersebut setara dengan nilai Rp 10.000.000.000,00
miliar rupiah), dan atas kerugian tersebut Tergugat pantas

i untuk membayar ganti rugi serta meminta maaf kepada Penggugat

\5_._ B lalu,ymedfa massa dan memulihkan nama baik Penggugat:

\ ..... q jaga }(an atas segala dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai
diatas, maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan atas perkara
ini dengan amar sebagai berikut.

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum:

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat
sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui
media massa lokal dan nasional minimal 5§ media massa, dan menghukum
Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

‘
[}
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SUBSIDAIR
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk
Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Masyhuri Abduliah,
S.8y, untuk Tergugat pada persidangan pertama dar kedua tidak hadir namun
pada persidangan selanjutnya hadir Kuasanya yang bernama Dina Arifian, S.H
dan Andy Krisdianto, S.H: |

Menimbang, béhwa pengadilan telal- mengupayakan perdamaian

' diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
- Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Sdn tanggal
19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Mediator:
Menimbang, bahwa berdasarkan laporan  Mediator tanggal

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa
Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara
elektronik:

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan
Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan tangkisan
terhadap gugatan itu tanggal 14 Desember 2020, pada pokoknya :

--A=Balam Eksepsi :

T 'G‘E'-‘;'::"'“

éf‘“"h:{e}:&gadilan Negeri Sukadana Tidak Berwenang Mengadili Perkara
-‘l -

e

SO

Pl ?EN{;A:’JI‘_‘
5\.
B

ghinis)

f,;-Bé\hwa Penggugat dalam gugatannya yang dijadikan dasar gugatan atau
‘ ‘fudamentum petendinya adalah Keputusan Bupati jLz-:mpung Timur
. Nomor : B.486/27/SK/2016 tentang Pembentukan Pengurus Pusat
i Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Lampung Timur 2016 — 2021, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terahir dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor
B.495/07-SK/2018. Bahkan penggugat pada angka 6 menguraikan
permasalahan antara tergugat dan penggugat timbul sejak adanya kasus
tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu
pengurus P2TP2A 'a.n Dian  Ansori yang menurut penggugat
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menyebabkan tergugat membekukan sementara Kepengurusan P2TP2A
2016 ~- 2021 dengan diterbitkannya Keputus_an Bupati Nor;nor . B.416/09-
SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara
Kepengurusan P2TP2A perioden 2016 - 2021 ( angka 8). Bahkan Pada
angka 11 Penggugat merasa dirugikan nama baiknya dan menimbulkan
rasa malu terhadap diri penggugat akibat terbithya keputusan Bupati
Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tersebut. Dari uraian
diatas jelas bahwa yang dijadikan dasar dan alasan-alasan gugatan
perkara Nomor : 32/Pdt, G/2020/PN.Skd adalah Keputusan Bupati. Bahwa
dengan terbitnya Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal
13 Juli 2020 Penggugat merasa dirugikan. Sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Keputusan Bupati dikategorikan merupakan Keputusan Pejabat Tata
Usaha Negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 :
“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut
Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi
Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan
tertulis yang dikefuarkan oleh Badan dan/atau Pejabat
pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Selanjutnya
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Dalam Pasal 1 angka 4 :

i \Sengketa tata Usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam

N

nEGea
\ ng Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata

! LyVéfYyan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat
SR

' maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata

: Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
p’ératuran perundang-undangan yang berlaku.” Dengan demikian

jelas bahwa yang menjadi cbyek perkara Nomor : 32/Pdt.G/2020/
Pn.Skd adalah Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal
13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A
perioden 2016 - 2021, dan keputusan Bupati terset;_.'_l.:t merupakan
produk Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Sukadana
tidak berwenang memeriksa, mengadili, perkara Nomor : 32/Pdt.G/
2020/Pn.Skd karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata
Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentanglPerubahan Kedua Atas Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa
yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di
pusat maupun di deerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:
2. Gugatan Kabur (obscuur libel) :
Gugatan yang diajukan penggugat dalam uraian peristiwanya tidak jelas
dan tidak lengkap, atau dalam menyusun tututannya tidak terang dan
tidek pasti. Dari uraian-uraian pada dasar dan alasan gugatan, bahwa
penggutan berkedudukan sebagai Ketua sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.486/27/SK/2016 tentang
Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP24) Kabupaten Lampung Timur 2016 -
2021, sebagaimana telah diubah baberapa kali terahir dengan Keputusan
Bupati Lampung Timur Nomor : B.495/07-SK/2018, dan Keputusan
Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang
Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A perioden 2016 — 2021
yang dijadikan sebagai dasar gugatan, yang semuanya itu merupakan
produk keputusan pejabat tata usaha negara sedangkan pada

feputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli

2@ idhtang Pembekuan Sementare Kepengurusan P2TP2A periode

2048 ~ 2021 belum bersifat tetap, sehingga -bbmbekuan tersebut belum

menjadi keputusan yang final karena kepengurusan P2TP2A Kabupaten
Lampung Timur saimpai dengan tahun 2021;

4. Penggugat bukanlah orang yang berhak atau mempunyai hak serta
kapasitas untuk melakukan gugatan atau dapat juga dikatakan bahwa
penggugat bukaniah pihak yang memiliki persona standi in judicio di
Pengadilan. P2TP2A adalah suatu Tim dalam bentuk kepanitiaan yang
kepengurusannya ditetapkan dengan keputusan bupati Bahwa
penggugat mengajukan gugatan tanpa mendapat kuasa dari seluruh
pengurus P2TP2A lainnya. Dengan tidak adanya kuasa dari pengurus
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lainnya sebagai penggugat, maka penggugat tidak mempunyai
kewenangan untuk melakukan gugatan:
B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwe Tergugat menolak seluruh dalil yang digjukan oleh Penggugat
kecuali secara tegas diakui oleh penggugsat dalam jawaban ini;

2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi menjadi satu
kesatuan yang bersifat mutatis dan mutandis dalam jawaban ini;

3. Terhadap alasan-alasan yang clijadikan dasar gugatan oleh penggugat
pada angka 1 s.d. angka 5, dapat tergugat sampaikan bahwa
pembentukan kepehgurusan P2TP2A periode 2016 - 2021 berdasarkan
Peraturan Daerah kabupaten Lampung Timur Nomor : 15 Tahun 2013
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung
Timur, dimana Peraturan [aerah tersebut dibentuk atas amanat
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor : 5 Tahun 2010 teniang Panduan
Pembentukan dan Pengembungan Pusat Pelayanan Terpadu(Pasal 8).
Nemun Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu telah dicabut dengan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Ferempuan, (diundangkan pada

tersebut, dimana pada Peraturan Menteri Negara
dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 5 Tahun
gntang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat
‘E;P_"'-'ab_._,.__,ﬁ@a# an Terpadu bentuk organisasinya diwadahi dalam bentuk
*=okepefigurusan/kepanitisan yang pengurusnya  ditetapkan dengan
M"::if(eputusan Bupati, sedangkan pada Peraturan Menteri nPemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 4 Tahuh 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Anak dan Perempuan, bentuk organisasinya diwadahi dalam bentuk
Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas dan dibentuk dengan
Peraturan Bupati, Kepala Unitnya harus PNS dan jabatan struktural
eselon IV, jadi kelembagaannya lebih kuat karena sudah permanen.
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Anak Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit
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Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan, pada
Tahun 2020 Kabupaten Lampung Timur telah membentuk UPTD
Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Peraturan Bupati Lampung
Timur Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Dengan terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak maka
keberadaan P2TP2A sudah dilebur kedalam UPTD tersebut;

Penggugat pada angka 10 mendalilkan bahwa dengan pembekuan
sementara kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur telah
merugikan nama baik penggugat serta pengurus lainnya, karena
pembekuan sementara kepengurusan tanpa proses evaluasi dan tidak
meminta keterangan dari seluruh pengurus adalah tindakan yang tidak
adil karena tindakan tersebut dianggap sama saja dengan memberikan
vonis yang tidak bersalah terhadap seluruh pengurus. Terhadap dalil ini
Tergugat menolaknya, bahwa seharusnya penggugat yang telah diberi
kewenangan oleh Bupati untuk memimpin P2TP2A Kabupaten
Lampung Timur melalui Keputusan Bupati Nomor : B.486/27/SK/2016
tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung
Timur 2016 — 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.495/07-SK/2018.
Bahwa tugas-tugas ketua P2TP2A telah diatur dalam Peraturan Bupati
Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
: Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
unyai tugas :

c Menyiapkan sarana dan prasarana serta pendanaan/budgeting;

d. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7;

e. Menyusun rencana program dan kegiatan P2TP2A;

f. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan
dan pengembangan kapasitas lembaga;
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g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap
kinerja divisi-devisi:

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala daeran secara
periodik;

i. Mewakili lembaga dalam aktifitasmenjalin kemitraan, menghadiri
undangan dari pihak luar serta hal-hal lainnya berkaitan dengan
tujuan lembaga;

j. Menjalin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan
P2TP2A; :

' Bahwa dari tugas-tugas yang telah diatur dalam Peraturan Bupati
tersebut, senarusnya Penggugat melaporkan kepada Bupati atas
adanya kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu
anggotanya, bukan Tergugat yang harus memanggilnya karena tergugat
telah  memberikan wewenang kepada Penggugat sehingga
Penggugatlah yang harus melaporkan adanya kejadian dugaan tindak
pidana tersebut. Dan sampai saat ini tergugat tidak pemah menerima
laporan secara tertulis dari Penggugat akan hal tersebut. (Pasal 10 huruf
h). Dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh salah
satu anggota P2TP2A ini menunjukan bahwa Penggugat sebagai ketua
P2TP2A tidak dapat mengendalikan anggotanya, sehingga hal tersebut
membuat citra P2TP2A dan Pemda Lampung Timur tercoreng.
Pembekuan sementara kepengurusan P2TP2A dianggap merugikan
nama baik dan fidek adil bagi penggugat, terhadap' hal apabila
yenggugat merasa dirugikan seharusnya Penggugat mengajukan
Robe tan terlebih dahulu atas terbitnya keputusan Bupati tentang

o 1samp ikan bahwa Penggugat yang ditunjuk sebagat ketua P2TP2A
" }{;abupaten Lampung Timur telah diberikan pendelegasian wewenang
" oleh Tergugat melalui Keputusan Bupati Nomor: 486/27/SK/2016
tentang tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung
Timur Periode 2016 — 2021 sebagaimana beberapa kali telah diubah
beberapa kali terahir dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor :
495/07-SK/2018, dimana jabatan Penggugat adalah ketua. Seharusnya
Penggugat sebagai ketua melaporkan kepada Bupati tentang adanya
kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu
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anggotanya, bukan sebaliknya Tergugat yang harus memanggil
Penggugat, begitu juga tentang evaluasi dapat Tergugat jelaskan bahwa
Penggugat sebagai ketua yang harus melakukan evaluasi kinerja
organisasi yang dipimpinnys, selanjutnya melaporkannya ke Terguggat.
Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati tesebut pada diktum Ketiga
disebutkan “Dalam melaksanakan tugasnya pengurus sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada Bupati Lampung Timur”, Begitu juga dalam Peraturan Bupati
Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuen dan Anak
Pasal 10, huruf g dan huruf h:

6. Pada angka 14 Penggugat mengatakan bahwa untuk kélancaraan
proses pemeriksaan terhadap anggota P2TP2A yang diduga telah
melakukan tindak pidana, Penggugat telah menonaktifkan anggota
tersebut. Terhadap hal ini, Targugat perlu jelaskan bahwa Penggugat
telah melampuai kewenangannya, dimana Penggugat tidak mempunyai
keweriangan untuk menonaktifkan anggota P2TP2A, karena
kepengurusan P2TP2A diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

7. Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 14 yang mengatakan
bahwa adanya oknum anggota P2TP2A ang melanggar tugas pokok
dan fungsinya dalam menjalankan aktivitas tugas pendampingan
terhadap korban tidak terlepas dari Tergugat yang tidak memberikan
dana hibah tahun 2019 dan tahun 2020.. Térhadap hal ini Tergugat

mpaikan bahwa Kepengurusan P2TP2A dibentuk dengan Keputusan

ini artinya Bupati sebagai Tergugat sudah memberikan
ngan untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang P2TP2A

abg| pengurus P2TP2A sesuai dengan peraturan perundang-
undan an. Dengan demikian tanggungjawab dibidang perlindungan
perempuan dan anak telah diberikan ke pengurus P2TP2A yang

.. -diketuai oleh Penggugat, sehingga adanya oknum anggota P2TP2A

yang diduga melakukan tindak pidana dalam pendampingan adalah
tanggung jawab Penggugat sebagai ketua sesuai dengan tugas-
tugasnya yang telah diatur dalam Keputusan Bupati dan dalam
Peraturan Bupati sebagaimana tersebut diatas (angka 5 dan angka 7).
Bahwa masalah hibah adalah masalah kebijakan Pemerintah Daerah
yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan
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Bupati Lampung Timur yang pemberiannya tergantung pada
kemampuan keuangan daerah, dan Tergugat jelaskan bahwa pada
tahun anggaran 2019 dan 2020 kepengurusan P2TP2A tidak diberikar:
hibah karena anggaran untuk kegiatan P2TP2A khususnyz
pendampingan telah dianggarkan sebagai suatu kegiatan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Timur.
Bahwa tidak adanya pembiayaan melalui hibah tidak menghambat
tugaes-tugas pendampingan untuk korban tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak karena tugas-tugas pendampingan tersebut juga
di dampingi petugas dari Dinas Pemberdayazn Perempuan dan Anak
Kabupaten Lampung Timur. Dan tidak diberikannya hibah kepada
P2TP2A tersebut tidak dapat dikatakan melanggar Peraturan Daerah
Kabupaten L.ampung Timur Nomor & Tahun 2013 karena hibah tersebut
merupakan kebijakan Pemerintah Daerah, dan Penggugat tidak
mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa Penggugat
melanggar Perda karena tidak: memberikan hibah, hal ini sekaligus
menjawab angka 15 dan angka 16;

8. Bahwa terkait dengan dalil yang Penggugat sampaikan pada angka 17
dan angka 18, Tergugat sampaikan bahwa dengan dibekukannya
sementara kepengurusan P2TP2A periode 2016 -2020 tidak ada
masyarakat yang dirugikan, tugas-tugas perlindungan perempuan dan
anak tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, tugas-

ygas tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan

’—\@: ak kabupaten Lampung Timur melalui UPTD Perlindungan Anak dan

puan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati, sehingga tidak ada

i, s a -tugas perlindungan anak dan perempuan yang terhambat. Secara

L keléi’nbagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak lebih kuat

.dibandingkan dengan Kepengurusan P2TP2A:

9. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 19 mendalilkan
bahwa perbuatan Tergugat melakukan pembekdan sementara
kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur periode 2016 -
2021 merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan
dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini Penggugat menolak dalil
tersebut, bahwa pembekuan sementara kepengurusan P2TP2A
Kabupaten Lampung Timur periode 2016 -~ 2021 berdasarkan
Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020
tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A perioden
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2016 — 2021, dan Keputusan Bupati tersebut merupakan Keputusan
Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan perbuatan melanggar
hukum; |
Berdasarkan uraian diatas ;elas bahwa yang menjadi obyek gugatan atau dasar
gugatan adalah Keputusan Bupati Norior : B.416/69-SK/2020 tanggal 13 Juli
2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A perioden 2016 —
2021 yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga
perkara ini adalah perkara tata usaha negara. Untuk itu mohon: majelis hakim
Pengadilan Negeri Sukadana untuk memutus sebagai berikut:
Dalam Eksepsi :
- Menerima eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang memeriksa dan
memutus perkara ini.
Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya ongkos perkara;

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon untuk putusan yang
seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tanggal 21 Desember 2020
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan terhadap Replik tersebut
Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tanggal 4 Januari 2021 yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, yang selengkapnya termuat
dalam berita acara persidangan perkara ini;

——

/’/;:;'-”NE I Qflllballg, bahwa untuk “leﬂlPEISil‘ngat uraian putusan ini maka
<&

u yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini
5 l:g termuat dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan

g? ak terpisah dengan putusan ini;

% gAY \ff:'f:'f TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

‘\\t\ti}__ ’_‘.',I\;'I'énimbang. bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui
Kuag;nya pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum karena Tergugat melakukan pembekuan kepengurusan
P2TP2A Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 dengan
menerbitkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020
tanggal 13 Juli 2020 tentang Pernbekuan Sernentara Kepengurusan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten

Lampung Timur Periode 2016-2021 secara tiba-tiba tanpa melalui mekanisme
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evaluasi kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur, dan tanpa sama
sekali memanggil atau meminta keterangan dari pengurus P2TP2A Kabupaten
Lampung Timur mengenai permasalahan apa yang sebenarnya terjadi atas
kasus yang viral tersebut dan tindakan Terguget yang tidak memberikan dana
hibah bagi P2TP2A Kabupaten l.ampung Timur yang: melanggar Peraturan
Bupati Kabupaten Lampung Timur Nornor 08 Tahun 2017 vyang
mengamanatkan kepada Bupati Lampung Timur untuk menganggarkan dana
untuk mendukung berjalannya program P2TP2A Kabupaten Lampung Timur;
Menimbang, bahwa dalam Jawaban Kuasa Tergugat selain
mengajukan Jawaban juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili
(kompetensi absolut) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan
Negeri Sukadana tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo
(Kompetensi Absolut) dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang
dijadikan dasar gugatan atau fudamentum petendinya adalah Keputusan Bupati
Lampung Timur Nomor : B.486/27/SK/2016 tentang Pembentukan Pengurus
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Lampung Timur 2016 - 2021, sebagaimana telah diubah beberapa
kgli terakhir dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.495/07-
SK/2018. Dalam gugatan Penggugat pada angka 6 juga menguraikan
permasalahan antara Penggugat dan Tergugat timbul sejak adanya kasus
tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengurus
P2TP2A atas nama Dian Ansori yang menyebabkan Tergugat membekukan
sementara Kepengurusan P2TP2A 2016 - 2021 dengan diterbitkannya
‘ Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang
_ Sementara Kepengurusen P2TP2A periode 2016 — 2021, sehingga
r‘butan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Nomor : B.416/
p‘e/ anggal 13 Juli 2020 tersebut telah mengakibatkan Penggugat

juat. Berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut maka yang
dijédikan dasar dan alasan-alasan gugatan perkara Nomor : 32/Pdt.G/2020/
PN.Skd adalah Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli
2020 yang mengakibatkan Penggugcat merasa dirugikan dan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Keputusan Bupati dikategorikan rnerupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha
Negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 sehingga dengan
demikian jelas bahwa yang menjadi obyek perkara Nomor : 32/Pdt.G/2020/
Pn.Skd adalah Keputusan Bupati Nomor : B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli

r
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2020 tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan P2TP2A perioden 2016 ~
2021, yang merupakan produk Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan
Negeri Sukadana tidak berwenang memeriksa, mengadili, perkara Nomor :
32/Pdt.G/ 2020/Pn.Skd karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata
Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili
(kompetersi absolut) tersebut Kuasa Penggugat mengajukan tanggapannya
pada pokoknya Penggugat menolek dalil Tergugat mengenai kompetensi
absolute yang menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang
mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN), karena menurut Penggugat Keputusan Bupati Nomor :
B.416/09-SKi2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara
Kepengurusan P2TP2A perioden 2016 — 2021 bukanlah termasuk keputusan
tata Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai
kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg
Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai
kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut:

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan bukti awal
berupa bukti surat terkait dengan adanya eksepsi mengenai kewenangan
absolute sebagai berikut : '

i Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020
Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan
& \Pamberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten
dng fTimur Periode Tahun 2016-2021, tanggal 13 Juli 2020, diberi tanda

;-;.FOQOKODI Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2017 Tentang
-'Orgamsasu Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur tanggal 9 Maret
2017, diberitanda bukti P.2;
Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Kuasa
Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah di beri materai dan telah
disesuaikan dengan aslinya kecuali P-2 adalah fotokopi sesuai dengan hasil

dowload;
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Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyampaikan bukti awal
berupa bukti surat terkait dengan adanya eksepsi mengenai kewenangan
absolute sebagai berikut :

1. Foto kopi Keputusan Bupati Lampung‘ timur Nomor B.416/09-SK/2020.
tentang pembekuan sementara kepengurusan pengurus pusat pelayanan
terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten
Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tertanggal13 Juli 2020, diberi
tanda bukti T.1;

2, Foto kopi Keputusan Bupati Provingsi Lampung Timur Nomor B.495/07-
SK/2018, Tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati
Lampung Timur Nomor 8.486/07-SK/2016 Tentang Pembentukan

* Pengurus Pusat Pelyanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan
Anak (P2TP2A) Kabupeten Lampung Timur Periode Tahun
2016-2021,tertanggal 9 November 2018, diberi tanda bukti T.2;

3. Foto kopi Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung Timur Nomor
05/SKPT/07/SK/2018 Tentany Pendamping Kegiatan Pendampingan
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Penduduk Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2019 tertaniggal 03 Januari 20189, diberi tanda bukti T.3;

4. Foto kopi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Tekms Daerah Perlindungan

Menrmbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Kuasa
Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah di beri materai dan telah
disesuaikan dengan aslinya kecuali T.3 dan T.4 adalah fotokopi dari fotokopi:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan

mengenai Eksepsi Tergugat mengenai kompetesi absolute, Majelis hakim akan
mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai penilaian Penggugat terhadap
formil dari Jawaban Tergugat pada halaman 1 Replik Penggugat tanggal
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21 Desember 2020 mengenai  penulisan nornor perkara dalam Jawaban
Tergugat yang tertulis Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Skd yang menurut Kuasa
Penggugat surat Jawaban Tergugat tersebut sudah cacat formil karena nomor
Perkara yang diperiksa yang sebenarnya adalah Nomor 32/Pdt.G/2020/PN
SDN;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian Kuasa Tergugat mengenai
penulisan nomor perkara aquo tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa
terhadap penulisan nomor perkara dalam Jawaban Tergugat pada halaman 1
yang ditujukan kepada Majelis Hakim vang tertulis Nomor 32/Pdt.G/2020/PN
Skd tersebut hanyalah merupakan kesalahan pénulisan saja (clerical error)
yang tidak merubah makna dari Jawaban Tergugat tersebut karena pada
halaman yang sama halaman 1 yang terletak di bawahnya Tergugat menulis
nomor perkara dengan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sdn, sehingga yang dimaksud
oleh Tergugat adalah Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sdn yang sedang diperiksa di
Pengadilan Negeri Sukadana ini, selain itu dalam Replik Penggugat dalam
memberikan penilaian terhadap Penulisan nomor perkara juga terjadi kesalahan
karena dalam Replik Penggugat pada halaman 1 tersebut tertulis Nomor
32/Pdt.G/2020/PN SDN, penulisan SDN dengan huruf besar semua dalam
Replik Penggugat tersebut adalah juga penulisan yang salah karena untuk
nomenklatur penulisan nomor perkara di Pengadilan Negeri Sukadana ini
harusya ditulis Sdn bukan SDN, terhadap penilaian Kuasa Penggugat tersebut
Maijelis Hakim berpendapat bahwa Nomor perkara yang dimaksud oleh Kuasa

Srgugetadalah nomor perkara aquo yang sedang diperiksa saat ini di
egeri Sukadana;
\'_'_imbang, bahwa Kuasa Penggugat juga memberikan penilaian

R ;§1fknya tanggal 21 Desember 2020 pada halaman 2 mengenai Kuasa
WQm?géat yang menyatakan sebagai kuasa yang bertindak untuk dan atas
2 _'_fjéé’merintah Daerah (Pemda) Lampung Timur sebagai Tergugat, hal ini
méfupakan kesalahan fatal, karena pihak yang digugat dalam perkara ini adalah
Bupati Lampung Timur bukan Pemda Lampung Timur karena atara Bupati
Lampung Timur dengan Pemda Lampung Timur adalah dua subjek hukum yang
berbeda; |

Menimbang, bahwa terhadap penilaian Kuasa Penggugat ini Majelis
Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat Eksepsi
mengenai kewenangan absolute maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

terlebih dahulu mengenai eksepsi kewenangan absolute teriebih dahulu;
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan,
bantahan atau pembelaan yang diajukan Kuasa Tergugat terhadap materi
gugatan Penggugat. Eksepsi diajukan Tergugat menyangkut hal-hal yang
bersifat formil dari sebuah gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran
formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, Sedangkan yang
dimaksud dengan Eksepsi Prosesual yaitu eksepsi yang berkenaan dengan
Syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil
maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak
dapat diterima. Eksepsi prosesual menurut sifatnya terdiri dari:

- Eksepsi Peremtoir (Premptoire exceptie, eksepsi yang bersifat menyudahi,
memutuskan), misalnya tergugat rnenyatakan gugatan res judicata (satu
perkara tidak boleh diajukan dua kali);

~ Eksepsi Deklinatoir (declinatoire exceptie, eksepsi yang Dbersifat
mengelakkan) yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan diajukan pada
pengadilan (hakim) yang tidak berwenang, baik tidak berwenang mengadili
menurut kompetensi absolute (Pasal 160 RBg) maupun kompetensi relative
(Pasal 142 RBg):;

- Eksepsi Diskualifikatoir (disqualificatoire exceptie, eksepsi yang sifatnya
mendiskualifikasi kedudukan pihak berperkara, dengan mangatakan
penggugat dan/ atau tidak mempunyai kedudukan sebagaimana yang
dimaksudkan dalam gugatan);

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Tergugat merupakan eksepsi
prosesual yang bersifat Deklinatoir, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut

MERiniicsa dan diputus oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara (Vide

\oR(Pasal 136 HIR), yang dituangkan oleh hakim dalam putusan sela

%

av) bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau
18 gn'.'ﬁ"iutiak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam
ﬁlﬁg‘énis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh
badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Kompetensi absolut atau
kewenangan mutlak ini memberi jawabzn atas pertanyaan : apakah peradilan

tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang
diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan yang lain. Dengan kata
lain yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan
yang berhubungan dengan jenis perkara étau jenis pengadilan atau tingkatan
pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan
atau tingkatan pengadilan lainnya. Kempetensi absolut berkaitan dengan
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kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan
Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing
pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak
boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang
Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yang menjadi kompetensi
absolut peradilan umum adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara
pidana dan perkara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan Umum dalam perkara
perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul
karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara sedangkan yang dimaksud Sengketa Tata Usaha
Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 51 tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik Pusat maupun Daerah sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
kah gugatan Penggugat bukan mengenai objek Tata Usaha Negara yang
i kewenangan Pengadilan Negeri atau merupakan Keputusan Tata

egara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:
,’Ff Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Penggugat
\g\ % : elalun Kuasanya dalam Gugatannya pada pokoknya adalah Tergugat telah
\"’“{l%it“"fﬁplakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukan
bﬁ@iﬁﬁ’éffﬁbekuan kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur periode tahun
2016-2021 dengan menerbitkan Keputusen Bupati Lampung  Timur Nomor
B.416/09-SK/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembekuan Sementara
Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur Periode 2016-2021 secara tiba-tiba tanpa
melalui mekanisme evaluasi kepengurusan P2TP2A Kabupaten Lampung
Timur, dan tanpa sama sekali memanggil atau meminta keterangan dari

pengurus P2TP2A Kabupaten Larpung Timur mengenai permasalahan apa
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vang sebenarnya terjadi atas kasus yang viral térsebut dan tindakan Tergugat
yang tidak memberkan dana hibah bagi P2TP2A Kabupaten Lampung Timur
yang melanggar Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun
2017 yang mengamanatkan kepada Bupati Lampung Timur untuk
menganggarkan dana untuk mendukung berjalénnya program P2TP2A
Kabupaten Lampung Timur:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mamr}erhatikan posita
gugatan Penggugat dan pokok gugatan Penggugat melalui Kuasanya
sebagaimana tersebut diatas, Maijelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi
dasar gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah mengenai perbuatan
melawan hukum yarg dilakukan oieh Tergugat akibat diterbitkannya Keputusan
Bupati Lampung Timur Nomor B.416/29-SK/2020, Tentang Pembekuan
Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Teroadu; Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun
2016-2021 tanggal 13 Juli 2020 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka
Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Keputusan
Bupati Lampung Timur Nomor 3.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan
Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun
2016-202% tanggal 13 Juli 2020 tersebut merupakan keputusan tata usaha
negara yang merupakan objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah

..-kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau
LA TS

Ay Tha
F Pl AnS

fé%},})tau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di
adilan Tata Usaha Negara zdalah Keputusan Tata Usaha Negara
hikking) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

\séﬁ ajfhana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

i @ngaos tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tents

et Mg Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan perbuatan Badan/Pejabat
Tata Usaha Negara lainnya baik perbuatan materiil (material daad) maupun
penerbitan peraturan (regeling) masing-masing merupakan kewenangan
Peradilan Umum dan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha
Negara diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nemor 51 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
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Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Sengketa tata usaha
negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara
orang atau Badan Hukum Perdatz dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha
negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai aklbat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk serigketa kepegawalan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku®:

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha
Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun
2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara adalan suat penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum oagi
seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut
persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek di
Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

1. Penetapan tertulis;

2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;

m— 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
. % Bersifat konkrit. individual dan final:

da.

artm a untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara
\ +@putusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keenam persyaratan tersebut;
Menimbang, bahwa selain itu kompetensi Pengadilan Tata Usaha
Negara termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pasal 3
Undang Nomor 5§ Tahun 1986 tentang Feradilan Tata Usaha Negara yaitu
dalam hal Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan suatu
keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan
kewajibannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat. @2020/?(85?1



B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepéngurusan Pengurus

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli 2020

tersebut telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut persyaratan

Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek di Pengadilan Tata

Usaha Negara meliputi :

1. Penetapan tertulis, persyaratan tertulis ini berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 menunjuk kepada isi dan bukan
kepada bentuk (tidak mesti formal surat keputusan), persyaratan
tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian, sebuah
memo atau nota dapat memenubhi syarat tertulis apabila sudah jelas,
Badan atau Pejabat Tata Usaha mana yang mengeluarkan, maksud
serta mengenal hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu
ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Keputusan Bupati
Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan
Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten
Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli 2020
tersebut tersebut telah jelas isinya berupa pembekuan semen:ara
kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur
periode tahun 2016-2021, pejabat atau Badan Tata Usaha Negara

;. yang mengeluarkan juga sudah jelas yaitu Bupat‘i Lémpung Timur,
sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan tersebut juga

S .."'te'lah jelas tujuannya yaitu ditujukan kepada Pengurus Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

+ (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021;

. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan
Bupati Lampung Timur Nomor B.416/08-SK/2020, Tentang
Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaarr Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli
2020 tersebut dikeluarkan oleh Bupati Lampung Timur sebagai
pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, tindakan yang dimaksud
adalah tindakan yang dapat menimbulkan hak atay kewajiban pada
orang lain, Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-
SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tdhun 2016-2021
tanggal 13 Juli 2020 tersebut berisi tindakan nukum berupa
pembekuan sementara kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan
Terpadu  Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 yang dapat
menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain dalam hal ini
Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun
2016-2021:

7. Berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang Dberlaku,
Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020.
Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan Pengurus Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli
2020 tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan yang berlaku hal ini
terlihat dalam konsideran daiam Keputusan Bupati tersebut:

8. Bersifat konkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam
keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat
ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat

...z, dilihat dengan kasat mata, dalam perkara aquo Keputusan Bupati
AL S e B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan

.

ot

ntara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu
Riderdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten
'“'I-'ng Timur periode tahun 2016-2021 tersebut objek yang
= dj )zfi:skan dalam keputusan tersebut adalah méngenai Pembekuan
':-'-Séi:nentara Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten
Lampung Timur periode tahun 2016-2021, sehingga keputusan
tersebut objeknya merupakan keputusan yang berwujud yaitu untuk
membekukan kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten
Lampung Timur periode tahun 2016-2021. Individual diartikan bahwa
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Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukari untuk umum,
tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu
lebih dari satu orang, maka tiap—tiap'individu harus dicantumkan
namanya dalam keputusan tersebut. Individy ini juga dimaksudkan
bahwa Keputusan Tata Usgha Negara tersebut menunjuk padzs
seseorang atau badan hukum perdata (termasuk organisasi atau
badan hukum), dalam Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor
B.416/09-SK/2020 tersebut jelas ditujukan kepada Pengurus Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021. Sedangkan
final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang
tidak lagi memeriukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi
lain untuk pemberlakuar keputusan tersebut, dalam perkara aquo
Bupati Lampung Timur dalam mengeluarkan Keputusan Bupati
Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020 tidak perlu memerlukan
persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainya. Sehingga
dengan cemikian Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor
B.416/09-SK/2020 tersebut telah memenuhi kriteria konkrit, individual
dan final ;

9. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata, Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.41 6/09-SK/2020
yang telah bersifat konkret, individual dan final tersebut sejak di
terbitkan pada tanggal 13 Juli 2020 telah menimbulkan akibat hukum

Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

\Puan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode

311 2016-2021 yaitu Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu

Bgrdayaan  Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Bupati Larnpung Timur
Nomor B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara Kepengurusan
Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur periode tahun 2016-2021 tanggal 13 Juli
2020 tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara:
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Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatan Penggugat angka
2 mohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum, dan jika petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut dikaitkan dengan
posita gugatan Penggugat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Tergugat tersebut akibat Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati
Lampung Timur Nomor B.416/09-SK/2020, Tentang Pembekuan Sementara
Kepengurusan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Larnpung Timur periode tahun 2016-2021
tanggal 13 Juli 2020, sehingga perbuatan Bupati Lampung Timur yang telah
mengeluarkan Keputusan tersebut herdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai tindakan administrasi pemerintah,
yaitu perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya untuk
melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan admm!stram pemerintah yang
d:lakukan oleh Bupati Lampung Timur tersebut telah mengakibatkan Penggugat
keberatan sehingga antara Bupati l.ampung Timur dengan Penggugat timbul
sengketa;

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan
Tergugat tersebut menurut pasal 1 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan
Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau
Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), adalah merupakan
sengketa  Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yaitu sengketa yang didalamnya
aRQUNg tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan
: erintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

gi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
pang, bahwa berdasarkan pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019
an Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan

G P {mermtahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), disebutkan bahwa
perkara perbuatan malanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan

peradilan tata usaha Negara;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa oleh kerena gugatan Penggugat dalam petitum
angka 2 mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan i'rergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukurn, sedangkan Tergugat adalah Pejabat
Pemerintahan, maka berdasarkan pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyelesaian  Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan
Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau
Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), perkara perbuatan
melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan adalah merupakan kewenangan
peradilan tata usaha Negara maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh Tergugat ini adalah merupakan kewenarngan Pengadilan Tata Usaha
Negara oleh karena itu Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat mengenai
kewenangan absolute beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negaﬁ Sukadana tidak berwenang
. mengadili perkara ini, sedangkan Majelis Hakim belum mempertimbangkan pokok
perkara maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepada
Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai kewenangan
absolute dikabulkan maka putusan sela ini merupakan putusan akhir:

Memperhatikan ketentuan pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 51
Tahun 20C9 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negars, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Perma
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan
Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh
Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dan

rafiBa heraturan lain yang bersangkutan;

\ Mengadili :
leggabulkan Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut:
" 'Me )}atakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa
~ %u_ rézqgn mengadili perkara ini ;
Fomeiion kum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
yang sampai saat ini sebesar Rp827.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh

ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 Putusan FPerdata Gugatan Nomor 32/Pdt, G/QOW



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh
kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Joseph
Marpaung, S.H. dan Sellya Utami Candrasari, S.H masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Sukadana Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sdn tanggal 23 September 2020,
putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri
oleh Para Hakim Anggota, Sih Tri Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti,
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
dto dto
Indra Joseph Marpaung, S.H. Dr. Etik Purwaningsih, S H., M.H.
dto

Sellya Utami Candrasari, S.H
Panitera Pengganti,
dto

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.
Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara ... .............Rp30.000,00
2. BIava PIoses. ... ...oivviivsmasyssiisis Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan ..., Rp750.000,00
4. PNBP Surat KUasa. ... civesiveviss Rp10.000,00
5. PNBP Pangollan...........oivevivsiviiaiinine Rp20.000,00
6. Penggandaan gugatan....................... Rp7.000,00
T. MBLERAI ... ..coiiianvsmmmmmasasmmsssmmressssssrsnnmss Rp10.000,00
B TRBUBREE .visioviisiinsommissiasamnininsspsss ot ssaass Rp10.000,00
Jumlah Rp927.000,00

(sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

CNTUK SALIOAN KESMI
PHOTQ GO SESUR ULHGARN ASLINYA
PENGANIARNEGER! SUKADANA

Rl A
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Dicatat disini : bahwa perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sdn telah diputus pada
hari Senin, tanggal 25 Januari 2021.

Panitgra,

dto

Suhaidi Agus, SH., MH.
NIP. 19730717 2001121 002

Pada hariini : Rabu, 27 Januari 2021, Salinan Resmi Putusan perkara perdata Nomor
12/Pdt.G/2020/PN Sdn diberikan atas permintaan secara lisan dari Kuasa
Tergugat dan belum berkekuatan. hukum tetap.

P 9730717 200112 1 002

Perincian biaya :

1. Materai .....cocceneinseniossasnssisassnssssns Rp. 10.000,-

2.  Leges salinan resmi putusan ....... Rp. 14.500,

3.  Usang Leges ....oimisesscscssassansnsas Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 34.500,-

Terbilang : Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupial:



